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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian dari Bab I sampai Bab IV dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran OJK sebagai lembaga pengawasan tertinggi dalam sektor 

keuangan di Indonesia berperan aktif dalam segala bidang pengawasan 

dan bertujuan untuk melindungi konsumen dari segala aspek yang 

menlanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada lembaga lembaga 

fintech maupun masalah masalah yang terjadi pada perusahaan 

penyedia jasa keuangan tersebut yang dapat merugikan kedua belah 

pihak antra kreditur sebagai penyedia jasa keuangan secara online 

maupun debitur yang menerima uang dalam pasal 4 huruf C UU No. 21 

tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang menyatakan bahwa 

salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk dapat melindungi 

konsumen masyarakat di dalam sektor jasa keuangan. 

2. Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa belum ada peraturan 

yang mengatur tentang perlindungan hukum yang di berikan oleh 

otoritas jasa keuangan kepada kreditur pinjaman uang berbasis online 

secara pasti namun ada peraturan yang di keluarkan otoritas jasa 

keuangan pada POJK No 10 Tahun 2022 Pada pasal 102, 103 dan 104 

tentang tata cara penagihan bila terjadi wanprestasi pada debitur untuk 
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meminimalisir kerugian yang di alami oleh kreditur pinjaman uang 

berbasis online. 

 

B. Saran 

1. Dikarenakan kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jasa 

keuangan secara online maka kemungkinan-kemungkinan resiko 

terjadinya penipuan yang dilakukan oleh kreditur yang tidak terdaftar pada 

OJK penulis berharap pihak dari otoritas jasa keuangan melakukan 

pengawasan pada semua penyelenggara pinjaman uang berbasis online 

terutama pada platform yang tidak terdaftar pada ojk agar di berikan 

sanksi secara maksimal agar pinjaman uang berbasis online semakain 

berkembang di indonesia 

2. Untuk memitigasi potensi konsekuensi yang terkait dengan pertumbuhan 

perusahaan fintech, yang berkaitan dengan menjaga kepentingan peminjam 

sebagai pelanggan dan pemberi pinjaman sebagai penyedia layanan, dan 

mendorong stabilitas dalam sistem keuangan, penulis berharap agar 

otoritas jasa keuangan tidak hanya membuat peraturan untuk melindungi 

debitur sebagai penerima dana tetapi juga dengan membuat peraturan 

untuk kreditur sebagai pemberi dana agar sistem keuangan berbasis 

teknologi semakain stabil.  
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